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 Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis Widyaiswara dalam menghadapi tantangan 
percepatan transformasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital melalui 
pelatihan terintegrasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menekankan pada kombinasi 
metode studi literatur, tinjauan dokumen, dan observasi langsung dalam analisis pelatihan 
terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknik dan Sosial 
Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara (Pusbangkom TSK ASN LAN). Temuan utama 
penelitian ini menunjukkan bahwa Widyaiswara tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, 
tetapi juga sebagai fasilitator perubahan yang krusial dalam proses transformasi digital ASN. 
Penelitian ini memperkenalkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan 
terintegrasi dan mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi Widyaiswara, serta bagaimana 
mereka dapat mengatasi tantangan tersebut. Hasil studi ini melengkapi temuan penelitian 
sebelumnya dengan menyoroti peran kunci Widyaiswara dalam memfasilitasi perubahan dan 
menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan digital ASN. Penelitian ini juga 
menekankan perlunya strategi pelatihan yang holistik untuk mendukung transformasi digital 
secara efektif. Temuan lain dari penelitian ini mencakup tantangan dalam pengelolaan kinerja 
ASN di era digital, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi digital, dan 
penerapan kebijakan yang tidak merata. Penelitian ini juga membahas penerapan sistem e-Kinerja 
BKN, yang telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penetapan dan 
pemantauan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti 
pentingnya peran Widyaiswara sebagai agen perubahan dalam proses pelatihan terintegrasi untuk 
mempercepat transformasi digital pengelolaan kinerja ASN. Penelitian ini merekomendasikan 
peningkatan keterampilan dan kapasitas Widyaiswara sebagai langkah penting untuk 
memaksimalkan efektivitas pelatihan dan mendukung adaptasi ASN terhadap perubahan digital. 
 

 

This study explores the strategic role of Widyaiswara in addressing the challenges of accelerating 
performance management transformation for Civil Servants (ASN) in the digital era through 
integrated training. This research offers novel insights by emphasizing a combination of literature 
review, document analysis, and direct observation of integrated training conducted by the 
Center for Technical and Socio-Cultural Competency Development of ASN (Pusbangkom TSK 
ASN LAN). The main findings reveal that Widyaiswara serves not only as material deliverers 
but also as crucial facilitators of change in the digital transformation process for ASN. The study 
introduces a systematic approach to evaluating the effectiveness of integrated training and 
identifying specific challenges faced by Widyaiswara, as well as how they can address these 
challenges. The results complement previous research by highlighting the key role of 
Widyaiswara in facilitating change and delivering training content according to the digital needs 
of ASN. The study also emphasizes the need for a holistic training strategy to effectively support 
digital transformation. Other findings include challenges in performance management for ASN 
in the digital era, such as resistance to change, limited digital competencies, and uneven policy 
implementation. The study also discusses the implementation of the e-Kinerja BKN system, 
which has improved efficiency, transparency, and accountability in the setting and monitoring 
of Employee Performance Targets (SKP). Overall, the study highlights the importance of 
Widyaiswara's role as change agents in integrated training processes to accelerate the digital 
transformation of ASN performance management. It recommends enhancing the skills and 
capacities of Widyaiswara as a crucial step to maximize training effectiveness and support ASN's 
adaptation to digital changes. 
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1. Pendahuluan 

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 
pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Di tengah arus teknologi yang berkembang pesat, ASN 
dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja, metode kerja, dan 
ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi (Bellamy & Taylor, 2018). Adaptabilitas menjadi core value yang 
krusial dalam membangun ASN yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital 
(Hassan & Hatmaker, 2019). 

Transformasi pengelolaan kinerja ASN tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar dalam budaya kerja, kompetensi, dan mentalitas 
ASN (Ingraham, 2020). Implementasi core value adaptif menjadi strategi kunci dalam percepatan 
transformasi ini. ASN yang adaptif mampu mengembangkan keterampilan baru, berinovasi, dan merespon 
perubahan dengan cepat dan efektif (Osborne & Brown, 2018). 

Namun, tantangan dalam implementasi core value adaptif tidaklah sedikit. Banyak ASN masih terjebak 
dalam paradigma lama yang kurang responsif terhadap perubahan (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2021). Oleh 
karena itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menginternalisasi nilai-nilai adaptif 
dalam setiap aspek pengelolaan kinerja ASN (Andrews & Boyne, 2019). Di sinilah peran vital Widyaiswara 
sangat dibutuhkan. Sebagai tenaga pengajar dan pelatih, Widyaiswara memiliki tanggung jawab untuk 
membekali ASN dengan keterampilan dan mentalitas yang adaptif melalui program pelatihan dan 
pengembangan kompetensi (Underwood & Roberts, 2021). 

Widyaiswara berperan sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memotivasi ASN untuk 
bertransformasi sesuai dengan tuntutan era digital. Widyaiswara tidak hanya dituntut untuk mentransfer 
pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap ASN agar lebih responsif dan inovatif (Yeo & Lee, 
2021). Dengan metodologi pengajaran yang interaktif dan relevan dengan perkembangan terkini, 
Widyaiswara dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung terciptanya ASN yang adaptif (Zhao & 
Liu, 2020). Dalam menghadapi dinamika ini, Widyaiswara sendiri harus adaptif, mampu terus belajar dan 
berinovasi agar dapat melakukan transfer knowledge sesuai tuntutan era global yang semakin kompetitif (Del 
Giudice & Maggioni, 2020). 

Amanah kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, 
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Kinerja ASN, menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk 
mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi. Kebijakan ini memberikan landasan 
hukum dan arah yang jelas bagi Widyaiswara dalam menjalankan perannya (Vargas & Ramirez, 2021). 
Dengan mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, diharapkan dapat tercapai percepatan 
transformasi pengelolaan kinerja ASN yang lebih adaptif dan responsif. 

Tulisan ini akan membahas pentingnya implementasi core value adaptif dalam percepatan transformasi 
pengelolaan kinerja ASN di era digital, dengan menyoroti peran strategis Widyaiswara dan amanah kebijakan 
yang mendukung. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta ASN yang tidak hanya 
kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan 
(Dunleavy et al., 2019). Dengan demikian, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, 
efisien, dan inovatif, sesuai dengan tuntutan zaman. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul-Rahman & Osman (2020) telah melakukan 
identifikasi tantangan dalam transformasi digital pengelolaan kinerja sektor publik di Malaysia, termasuk 
ketidakcocokan antara sistem lama dan teknologi baru serta resistensi dari pegawai. Selanjutnya Ameen & 
Willis (2020), menyoroti peran penting pelatihan e-government dalam meningkatkan kinerja sektor publik, 
serta tantangan dalam implementasi pelatihan tersebut untuk memastikan keberhasilan transformasi digital. 
Hasil penelitian berikutnya dari Cacciatore & Mastroianni (2019), yang memfokuskan pada cara mengatasi 
resistensi terhadap perubahan dalam transformasi digital sektor publik dan strategi untuk meningkatkan 
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penerimaan di kalangan pegawai. Sementara itu Chen & Zhang (2021), mengkaji integrasi pelatihan 
keterampilan digital dalam manajemen kinerja layanan sipil, menekankan pentingnya pelatihan untuk 
meningkatkan keterampilan digital pegawai. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi ASN dalam transformasi pengelolaan kinerja di era 

digital sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN. 

2. Menganalisis peran strategis Widyaiswara dalam menjawab tantangan percepatan transformasi 
pengelolaan kinerja ASN era digital. 

3. Mengembangkan model pelatihan terintegrasi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi dan 
adaptabilitas ASN di era digital. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah: Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung percepatan transformasi 

pengelolaan kinerja ASN di era digital. 
2. Bagi ASN: Memberikan panduan dan strategi untuk meningkatkan kompetensi dan adaptabilitas dalam 

menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan. 
3. Bagi Widyaiswara: Menyediakan wawasan dan metodologi pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan 

efektivitas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN. 
4. Bagi Peneliti dan Akademisi: Menambah khazanah literatur mengenai transformasi pengelolaan kinerja 

ASN di era digital dan peran Widyaiswara dalam proses tersebut. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja tantangan ASN dalam transformasi pengelolaan kinerja era digital sebagai amanah Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Kinerja ASN? 

2. Bagaimana peran Widyaiswara dalam menjawab tantangan percepatan transformasi pengelolaan kinerja 
ASN era digital? 

 

2. Metodologi 

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk mengeksplorasi peran Widyaiswara dalam 
menghadapi tantangan percepatan transformasi pengelolaan kinerja ASN di era digital melalui pelatihan 
terintegrasi (corporate university). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 
mengenai isu-isu kompleks dan dinamika yang terlibat dalam konteks pengelolaan kinerja ASN. 
a) Desain Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif yang menggabungkan tiga metode utama: studi 
literatur, tinjauan dokumen (document review), dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dan memahami bagaimana Widyaiswara dapat memfasilitasi transformasi pengelolaan 
kinerja ASN melalui pelatihan terintegrasi. 

b) Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Jenis penelitian ini 

memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena secara mendalam dan detail, serta memahami 
konteks dan dinamika yang mempengaruhi implementasi pelatihan dalam transformasi digital ASN. 
Penelitian ini mencakup: 
1. Studi Literatur, dengan mengkaji literatur terkait pengelolaan kinerja ASN, pelatihan digital, dan 

peran Widyaiswara dari jurnal-jurnal akademik dan buku penunjang untuk mengidentifikasi temuan 
dan kesenjangan dalam literatur yang ada. 

2. Tinjauan Dokumen, dengan melakukan review terhadap dokumen-dokumen terkait, termasuk 
laporan penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kinerja dan Pelatihan Pengelolaan Kinerja yang 
diadakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknik dan Sosial Kultural ASN Lembaga 
Administrasi Negara (Pusbangkom TSK ASN LAN), untuk mengumpulkan data sekunder yang 
relevan. 

3. Observasi, dengan mengamati secara langsung kegiatan pelatihan sebagai Ketua Tim Kerja 
Pengelolaan Kinerja dan anggota tim penyusun kurikulum serta pengampu materi dalam pelatihan 
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tersebut, untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi pelatihan dan 
tantangan yang dihadapi. 
 

c) Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui: 

• Studi Literatur: Mengidentifikasi dan menganalisis informasi dari jurnal penelitian dan buku-buku 
penunjang terkait transformasi digital dan pengelolaan kinerja ASN. 

• Tinjauan Dokumen: Mengkaji laporan-laporan terkait pelatihan yang diselenggarakan oleh 
Pusbangkom TSK ASN LAN untuk mendapatkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. 

• Observasi: Mengumpulkan data langsung dari kegiatan pelatihan dan pengelolaan kinerja sebagai 
peserta aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan materi pelatihan. 

d) Teknik Analisis Data 
Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Teknik ini melibatkan pengidentifikasian 

tema dan pola dari data yang dikumpulkan, baik dari studi literatur, tinjauan dokumen, maupun hasil 
observasi. Langkah-langkah analisis meliputi: 

1. Kategorisasi Data: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan peran 
Widyaiswara dan tantangan dalam pelatihan. 

2. Penafsiran Tematik: Menyusun dan menafsirkan tema-tema yang muncul dari data untuk memahami 
bagaimana pelatihan terintegrasi dapat mempercepat transformasi pengelolaan kinerja ASN. 

3. Integrasi Temuan: Mengaitkan hasil temuan dengan literatur dan dokumentasi yang ada untuk 
memberikan rekomendasi dan insight yang komprehensif. 

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang 
mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses transformasi digital melalui pelatihan. 
Analisis tematik memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi pola dan hubungan 
dalam data, yang penting untuk merumuskan temuan yang valid dan relevan 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam konteks pemahaman peran Widyaiswara dalam menghadapi 
tantangan percepatan transformasi pengelolaan kinerja ASN di era digital melalui pelatihan terintegrasi. Salah 
satu kebaruan utama dari penelitian ini adalah penekanan pada kombinasi metode studi literatur, tinjauan 
dokumen, dan observasi langsung dalam analisis pelatihan terintegrasi yang diselenggarakan oleh 
Pusbangkom TSK ASN LAN. Penelitian ini mengidentifikasi peran strategis Widyaiswara sebagai fasilitator 
perubahan, bukan hanya sebagai penyampai materi, yang merupakan kontribusi penting dalam literatur yang 
ada. 

Studi ini juga memperkenalkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan 
terintegrasi dalam konteks transformasi digital ASN, serta mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi 
oleh Widyaiswara dalam proses tersebut. Hal ini menambah wawasan tentang bagaimana pelatihan dapat 
dioptimalkan untuk mendukung transformasi digital dalam sektor publik, khususnya dalam pengelolaan 
kinerja ASN. 

Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Abdul-Rahman dan Osman (2020) serta 
Davis dan Hutton (2018), tantangan dalam digitalisasi pengelolaan kinerja ASN sering kali terfokus pada 
masalah teknis dan struktural, serta resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini melengkapi dan memperluas 
temuan tersebut dengan fokus pada peran kunci Widyaiswara dalam menghadapi dan mengatasi tantangan 
tersebut. 

Sebagai contoh, Abdul-Rahman dan Osman (2020) menyoroti tantangan utama dalam transformasi 
digital sebagai resistensi terhadap perubahan dan kurangnya keterampilan digital. Penelitian ini, sebaliknya, 
menunjukkan bagaimana Widyaiswara berfungsi sebagai penghubung antara teori dan praktik, serta berperan 
penting dalam menyampaikan dan menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan ASN. 

Temuan dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ameen dan Willis (2020) yang 
menunjukkan pentingnya pelatihan e-government dalam meningkatkan kinerja. Namun, penelitian ini lebih 
menekankan pada aspek implementasi pelatihan terintegrasi dan bagaimana Widyaiswara dapat memfasilitasi 
proses tersebut secara lebih efektif. 
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Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran Widyaiswara dalam memandu dan mengelola 
proses pelatihan untuk mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja ASN. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa keberhasilan pelatihan terintegrasi tidak hanya bergantung pada konten pelatihan itu sendiri, tetapi 
juga pada bagaimana materi tersebut disampaikan dan diterima oleh peserta pelatihan. 

Makna dari hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan 
kinerja ASN, penting untuk mengakui dan mendukung peran Widyaiswara sebagai agen perubahan. 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan meningkatkan keterampilan dan kapasitas Widyaiswara, 
pelatihan dapat menjadi lebih efektif dalam menanggapi tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh ASN di 
era digital. 

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pelatihan tidak hanya mengatasi kebutuhan teknis tetapi juga 
meningkatkan kemampuan praktis Widyaiswara dalam memfasilitasi pelatihan yang adaptif dan responsif 
terhadap dinamika digital yang terus berkembang. Penelitian ini menekankan perlunya strategi pelatihan yang 
holistik, yang melibatkan berbagai aspek dari pengelolaan kinerja dan transformasi digital untuk mencapai 
hasil yang optimal dalam sektor publik. 

 

3.1. Pengelolaan Kinerja ASN Era Digital dan Berbagai Tantangannya  

Dari hasil Studi literatur yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa data mengenai 
pengelolaan kinerja ASN Era Digital beserta tantangannya. Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di era digital merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan responsif. Pertama, 
Transformasi digital menuntut perubahan signifikan dalam cara ASN bekerja dan bagaimana kinerja mereka 
diukur serta dikelola. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2017), era digital membawa perubahan radikal 
yang mengharuskan setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah, untuk beradaptasi dengan cepat 
terhadap teknologi baru dan metodologi kerja yang lebih efisien. 

Kedua, tantangan utama lain dalam transformasi digital adalah hambatan budaya dan paradigma lama. 
Banyak ASN yang masih terjebak dalam pola pikir konservatif dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini 
disebabkan oleh kebiasaan dan budaya kerja yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun dan sulit diubah 
dalam waktu singkat. Menurut Kotter (2014), perubahan budaya organisasi adalah salah satu aspek tersulit 
dalam proses transformasi karena melibatkan perubahan perilaku dan sikap individu. Untuk mengatasi 
hambatan ini, diperlukan strategi manajemen perubahan yang efektif, termasuk komunikasi yang intensif dan 
pelatihan berkelanjutan. 

Ketiga, Keterbatasan kompetensi digital merupakan tantangan signifikan lainnya. Banyak ASN yang 
belum memiliki keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pekerjaan sehari-hari. 
Davenport dan Kirby (2016) menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi 
pegawai pemerintah agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Tanpa 
kompetensi yang memadai, upaya transformasi digital bisa terhambat dan tidak mencapai hasil yang 
diharapkan. 

Keempat, Resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena umum dalam setiap upaya transformasi, 
termasuk di kalangan ASN. Banyak pegawai yang merasa nyaman dengan cara kerja lama dan khawatir 
terhadap perubahan yang bisa mengancam posisi atau kenyamanan mereka. Menurut Fullan (2016), resistensi 
ini bisa diatasi dengan melibatkan pegawai dalam proses perubahan, memberikan pemahaman yang jelas 
tentang manfaat perubahan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Dengan pendekatan 
ini, resistensi bisa diminimalkan dan proses transformasi dapat berjalan lebih lancer. 

Kelima, Implementasi kebijakan transformasi digital sering kali tidak merata di berbagai instansi 
pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh 
masing-masing instansi. Osborne dan Gaebler (2017) menggarisbawahi pentingnya dukungan kebijakan yang 
konsisten dan merata untuk memastikan bahwa semua instansi dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses 
transformasi. Dukungan ini termasuk alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan yang komprehensif, dan 
monitoring yang terus-menerus untuk mengevaluasi kemajuan. 

Terakhir, Transformasi digital memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya dan 
infrastruktur. Banyak instansi pemerintah yang masih mengalami keterbatasan dalam hal ini, sehingga sulit 
untuk mengadopsi teknologi baru secara efektif. Menurut Phillips dan Phillips (2016), investasi dalam 
infrastruktur digital adalah krusial untuk mendukung transformasi yang berkelanjutan. Tanpa infrastruktur 
yang memadai, upaya untuk meningkatkan kinerja ASN melalui teknologi digital akan menghadapi banyak 
kendala dan tidak akan mencapai hasil yang optimal.  
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3.2. Logic Model untuk Cascading Kinerja 

Hasil document review terhadap beberapa dokumen Peraturan yang disertai dengan dukungan hasil 
observasi dari penulis, penulis menemukan beberapa data yang berhubungan dengan efektifitas Cascading 
Kinerja. Jika kita bicara pengelolaan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, salah satu 
tantangan dalam mengawali pengelolaan kinerja ASN dalam tahapan Perencanaan Kinerja adalah 
penetapan penjenjangan kinerja yang lebih umum dikenal dengan Cascading Kinerja. Menurut pendapat 
para pakar kinerja disepakati bahwa manajemen kinerja pegawai merupakan bagian integral dari 
manajemen kinerja organisasi. Disepakati bahwa target kinerja pegawai akan menjadi kontribusi kinerja 
organisasi mikro, messo dan makro. Aguinis (2013, p.2) secara tegas mendefinisikan manajamen kinerja 
“continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of individuals and teams and aligning 
performance with the strategic goals of the organisation”.  Namun demikian dalam praktiknya, rencana kinerja 
organisasi dan rencana kinerja pegawai belum saling terkait. Bahkan, tak hanya dengan rencana 
organisasi, rencana kinerja pimpinan dengan rencana kinerja pegawai masih belum terkait satu dengan 
lainnya.  

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil memberikan spirit untuk menyinergikan antara rencana kinerja organisasi dan 
rencana kinerja pegawai. Ini terlihat pada Pasal 8 ayat 2 khususnya yang menyebutkan bahwa Proses 
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dilakukan dengan memperhatikan Perencanaan Strategis Instansi 
Pemerintah, Perjanjian Kinerja, Organisasi dan Tata Laksana, Uraian Jabatan dan SKP atasan langsung.  

Penyelarasan kinerja dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara 
efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur 
bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan 
dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk 
mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja 
organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja 
individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan 
organisasi. 

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi 
organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan 
secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program 
dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila 
program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran 
organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan tersebut akan sia - 
sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.  

Namun demikian, dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran 
pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai dengan saat ini, berdasarkan 
pengalaman penulis dalam memberikan materi, masih ditemukan di banyak kondisi instansi pemerintah, 
diantaranya (1) sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian 
kinerja organisasi; serta (2) desain program/kegiatan tidak memilki dampak/daya ungkit bagi 
pencapaian tujuan organisasi. Kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang terjadi 
selama bertahun-tahun lamanya. Dalam hal manajemen SDM, kinerja aparatur yang tidak jelas dan tidak 
terukur membuat mekanisme reward and punishment menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi 
dan keahlian menjadi tidak terarah.  

Oleh karenanya, dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja 
setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka pertu didasarkan pada proses 
membangun model logis (logic model) maupun kerangka berpikir logis (logical framework) yang tepat. 
Sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelarasan kinerja ini pemerintah melalui Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB 
No. 89 Tahun  2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini memberikan bekal 
pada Instansi pemerintah untuk membangun model berpikir logis yang benar dalam rangka mendapatian 
kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik kepada kinerja individu, serta desain 
strategi/program/kegiatan yang tepat sasaran. 
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3.3. SKP JPT/ Kepala Unit Kerja Mandiri Empat Perspektif 

Hasil document review dari beberapa Petunjuk teknis dan Laporan Kegiatan, penulis menemukan 
beberapa hal yang berhubungan dengan SKP JPT/ kepala Unit Kerja Mandiri Empat Perspektif. 

Pertama, penetapan strategi pencapaian kinerja organisasi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama/Kepala Unit Kerja Mandiri yang tercermin dalam Penetapan Perjanjian Kinerja berdasarkan 
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja  dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, masih mengacu pada satu perspektif yaitu 
penerima layanan. Hal ini menyulitkan saat penetapan Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi 
(SKP JPT) atau SKP Kepala Unit Kerja Mandiri kedalam empat perspektif yang meliputi penerima layanan, 
penguatan internal, proses bisnis, dan anggaran. 

Kedua, penuangan SKP JPT/Kepala Unit Kerja Mandiri kedalam empat perspektif akan memudahkan 
dalam membagi peran kepada ketua tim kerja. Pembagian peran kepada Ketua Tim Kerja atas pencapaian 
output kendali sedang untuk menghasilkan immediate outcome atau output kendali rendah dilakukan melalui 
dialog kinerja. Ekspektasi pimpinan diterjemahkan kedalam strategi pencapaian yang efektif tercapai jika 
didahului dengan dialog kinerja. Peraturan Menteri PAN RB No.6 Tahun 2022 mengamanahkan 
pentingnya dialog kinerja dalam setiap tahapan dalam penetapan SKP. Melalui strategi pencapaian kinerja 
organisasi yang ditetapkan melalui empat perspektif, akan mempermudah dalam penyusunan Matrik 
Pembagian Peran dan Hasil (MPPH) Level 1. 

Ketiga, Perspektif Penerima Layanan merefleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi 
keinginan dan harapan penerima layanan atau pemangku kepentingan. Kata kunci dalam perspektif ini 
adalah “keinginan dan harapan penerima layanan”. Strategi ini biasanya tercermin pada Perjanjian Kinerja 
antara JPT Pratama selaku pimpinan unit kerja/satuan organisasi atau Kepala Unit Kerja Mandiri dengan 
atasannya.  

Keempat, Perspektif Proses Bisnis merefleksikan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang 
memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Sementara Perspektif Penguatan Internal merefleksikan 
kemampuan organisasi untuk mengembangkan sumberdaya yang dimiliki sebagai pengungkit untuk capaian 
organisasi. Dan perspektif terakhir adalah Perspektif Anggaran merefleksikan kinerja dalam rangka 
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Terakhir, Pengelolaan Kinerja ASN, untuk penuangan pada SKP JPT Pratama, selain memboyong 
Sasaran Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, penting untuk memasukkan 3 perspektif lainnya 
dalam SKP tersebut. Tiga perspektif tersebut meliputi perspektif "Proses Bisnis", "Penguatan Internal" dan 
"Anggaran". Dalam video ini keempat perspektif tersebut dibahas dan disimulasikan dalam SKP JPT Pratama 
pada Pusat Pengembangan Kompetensi "SMART ASN". Disamping Hasil Kerja, ekspektasi Pimpinan (JPT 
Madya) terhadap hasil kerja baik utama maupun tambahan yang diklarifikasi melalui "Dialog Kinerja", juga 
ekspektasi pimpinan terhadap Perilaku Kerja wajib dituangkan dalam SKP JPT Pratama. 

 

3.4. Matrik Pembagian Peran dan Hasil (MPPH) 

Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh Penulis, penulis menemukan beberapa data mengenai matrik 
pembagian Peran dan Hasil (MPPH) setelah adanya penetapan SKP JPT Pratama/ Kepala Unit Kerja Mandiri 
empat perspektif.  

Pertama, Pada organisasi yang menghasilkan jasa atau produk yang memerlukan output antara atau 
lebih kita kenal dengan output kendali sedang, penetapan MPPH melalui Indirect Cascading yaitu MPPH 
meliputi dua level. MPPH Level 1 merupakan pembagian peran untuk menghasilkan capaian output antara 
JPT Pratama atau Kepala Unit Kerja Mandiri kepada Para Ketua Tim Kerja. Sementara MPPH Level 2 
merupakan pembagian peran untuk menghasilkan hasil/capaian output kendali tinggi antara Ketua Tim Kerja 
dengan para anggota tim kerja. Sebagai contoh strategi pencapaian kinerja organisasi yang dituangkan 
kedalam SKP JPT Pratama pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN Lembaga 
Administrasi Negara, yang dituangkan ke MPPH Level 1 kepada 10 Ketua Tim Kerja. Dalam MPPH baik 
level 1 maupun level 2 bahasa yang dipergunakan adalah “bahasa capaian” dan bukan lagi “bahasa aktivitas”. 
Hal ini masih seringkali menjadi tantangan dalam penyusunannya, mengingat berdasarkan kebijakan 
sebelumnya SKP kita mempergunakan bahasa aktivitas. Untuk MPPH Level 1 dan Level 2 pada Pusat 
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara pada Tahun 2024 
tersaji dalam link : http://tinyurl.com/MPPH-L1-L2. Semua proses penetapan MPPH baik Level 1 maupun 
level 2 dilakukan melalui “Dialog Kinerja”. 

http://tinyurl.com/MPPH-L1-L2
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Kedua, Dialog kinerja yang dimaksud dilakukan tidak hanya melalui pertemuan langsung, namun 
dilakukan juga melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dialog kinerja dilakukan melalui zoom meeting, 
juga malalui media lainnya diantaranya melalui whats app group. Dengan adanya e-kinerja BKN, dialog 
kinerja dilakukan melalui aplikasi tersebut. Setelah MPPH 1 menjadi ketetapan dimana setiap Ketua Tim 
Kerja sudah dapat menerjemahkan ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja selaku pimpinan unit kerja, dialog 
kinerja dilanjutkan untuk penetapan MPPH Level 2. Masing-masing Ketua Tim Kerja melakukan dialog 
kinerja dengan anggota tim kerjanya. 
 

3.5. Penerapan E-Kinerja BKN dalam Penetapan SKP 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengimplementasikan sistem e-Kinerja. Sistem ini 
dirancang untuk mempermudah proses penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), memantau 
pencapaian kinerja, dan memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja ASN. E-Kinerja BKN 
merupakan salah satu inovasi penting dalam mendukung transformasi digital di lingkungan birokrasi 
pemerintahan. Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh Penulis, penulis menemukan beberapa data 
mengenai Penerapan E-Kinerja BKN dalam Penetapan SKP 

Pertama, Penerapan e-Kinerja BKN telah mengubah secara signifikan proses penetapan SKP yang 
sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2017), 
digitalisasi proses kerja merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam 
organisasi. Dengan e-Kinerja, ASN dapat menetapkan SKP secara online, mengurangi kesalahan 
administratif, dan memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan lebih jelas dan terukur.  

Kedua, sistem e-Kinerja unggul dalam  melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara real-
time. Menurut Davenport dan Kirby (2016), pemantauan kinerja yang berkelanjutan adalah kunci 
untuk memastikan bahwa pegawai tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan organisasi. 
E-Kinerja memungkinkan atasan untuk melihat progres kinerja ASN secara langsung, memberikan 
umpan balik yang cepat, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian 
kinerja.  

Ketiga, Penerapan e-Kinerja juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian 
kinerja ASN. Menurut Osborne dan Gaebler (2017), transparansi dalam proses penilaian kinerja adalah 
penting untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan di antara pegawai. Sistem ini memungkinkan 
setiap ASN untuk melihat penilaian kinerja mereka secara transparan dan memahami dasar dari penilaian 
yang diberikan. Hal ini mengurangi potensi bias dan subjektivitas dalam proses penilaian.  

Keempat, E-Kinerja BKN tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan berbagai sistem informasi 
manajemen kepegawaian lainnya. Integrasi ini memungkinkan pengelolaan data pegawai yang lebih 
holistik dan efisien. Menurut Fullan (2016), integrasi sistem informasi adalah langkah strategis untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan integrasi ini, data 
kinerja pegawai dapat langsung diakses dan digunakan untuk berbagai kebutuhan manajemen 
kepegawaian, seperti promosi, pelatihan, dan pengembangan karir.  

Kelima, Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi e-Kinerja juga menghadapi berbagai 
tantangan. Salah satunya adalah kesiapan teknologi dan infrastruktur di berbagai instansi pemerintah. 
Menurut Phillips dan Phillips (2016), keberhasilan implementasi teknologi baru sangat bergantung pada 
kesiapan infrastruktur dan kemampuan pengguna. Beberapa instansi mungkin masih mengalami kendala 
teknis seperti konektivitas internet yang tidak stabil atau kurangnya perangkat yang memadai. Selain 
itu, resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual juga menjadi 
tantangan yang perlu diatasi.  

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-Kinerja BKN dan transformasi digital di lingkungan 
ASN memerlukan peran strategis dari widyaiswara. Widyaiswara, sebagai fasilitator dan pelatih utama 
bagi ASN, memainkan peran kunci dalam membantu mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui 
pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2017), keberhasilan 
adopsi teknologi dan perubahan budaya organisasi sangat bergantung pada kemampuan individu untuk 
beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam konteks ini, widyaiswara bertanggung jawab untuk 
meningkatkan kompetensi digital ASN melalui berbagai program pelatihan yang dirancang khusus untuk 
memenuhi kebutuhan era digital. 
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3.6. Peran Widyaiswara dalam Percepatan Transformasi Pengelolaan Kinerja ASN Era Digital melalui pelatihan 
terintegrasi (Corpu) 

Hasil studi literatur dan hasil observasi dari penulis, penulis menemukan beberapa data 
mengenai Peran widyaiswara juga krusial dalam mengubah paradigma lama dan budaya resistensi terhadap 

perubahan di kalangan ASN.  

Pertama, menurut Kotter (2014) bahwaperubahan budaya organisasi membutuhkan upaya yang 

terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pelibatan seluruh anggota organisasi dalam proses transformasi. 
Widyaiswara dapat membantu memfasilitasi proses ini dengan menyampaikan manfaat dari transformasi 
digital dan memberikan contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
kerja.  

kedua, widyaiswara dapat berkontribusi dalam mengatasi keterbatasan kompetensi digital dengan 
menyediakan metode dan bahan pembelajaran yang komprehensif, adaptif dan inovatif. Davenport dan 
Kirby (2016) menekankan pentingnya pengembangan keterampilan digital sebagai bagian dari strategi 
transformasi digital yang sukses. Dengan pemilihan metode dan bahan pembelajaran yang tepat, yang 
dipersiapkan oleh widyaiswara, ASN dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengoperasikan sistem e-
Kinerja serta teknologi digital lainnya yang diterapkan di lingkungan kerjanya.  

Ketiga, dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, widyaiswara dapat berperan 
dalam mengidentifikasi solusi kreatif, inovatif dan praktis untuk memaksimalkan penggunaan teknologi 
yang ada. Osborne dan Gaebler (2017) menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber 
daya untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Widyaiswara dapat memberikan metode dan bahan 
pembelajaran yang fokus pada pemanfaatan optimal dari infrastruktur yang tersedia, serta mengajarkan 

teknik-teknik efisiensi yang dapat diterapkan dalam kondisi terbatas. Dalam upaya pemecahan hambatan 
terhadap pegawai yang kurang mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi, penulis yang juga selaku 
Ketua Tim Kerja membuat video tutorial Penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK). Video tutorial tersebut 

telah diputar 5200 kali.  
Keempat, melalui MPPH Level 1 dan Level 2 yang disusun melalui dialog kinerja dengan 

memanfaatkan google spread sheet, akan memudahkan Widyaiswara dalam pengisian Rencana Hasil 
Kerja (RHK). Dalam pengisian RHK melalui MPPH yang telah ditetapkan tersebut, memudahkan 
dalam pengisian Rencana Kinerja yang diintervensi dan Rencana Kerja Individu yang tinggal 
memindahkan dari MPPH Level 2. Selanjutnya untuk percepatan pengisian indicator dalam e-
kinerja BKN, penulis membuat video tutorial “Tutorial Pengisian Indikator Pada SKP” yang sudah 
ditonton sebanyak 3 ribu kali. 

Melalui penyusunan video tutorial tersebut dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh pegawai 
yang masih kurang mampu dalam menjawab ekspektasi pimpinan untuk perilaku kerja adaptif. Selain kedua 
video tutorial tersebut penulis telah Menyusun belasan video tutorial lainnya, baik untuk pegawai (JA-
Jabatan Administrasi dan JF-Jabatan Fungsional) maupun untuk Pejabat Penilai Kinerja. Selain kedua video 
tutorial di atas, penulis juga telah menyusun 17 (tujuh belas) video tutorial lainnya yang dapat dilihat dalam 
tabel di bawah ini. Video tutorial tidak hanya untuk pegawai saja tetapi juga untuk Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama/ Kepala Unit Kerja Mandiri selaku Pejabat Penilai Kinerja.  

Terakhir, penyusunan bahan ajar yang bersifat kreatif, inovatif serta interaktif oleh Penulis sangat 
membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran dan pemberian review pelaksanaan pelatihan. 
Contoh penyusunan bahan ajar tersebut adalah sesuai dengan di bawah ini : 
a. Gamifikasi Pemanfaatan ArtSteps dalam “Rumah Kinerja ASN”, yang dapat diakses peserta dalam link 

berikut : https://tinyurl.com/ypcv4u9p 
Dalam Gamifikasi tersebut berisi penjelasan Pengelolalaan kinerja ASN era Digital, mulai dari 
Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan-Pemantauan-Pembinaan Kinerja, Evaluasi Kinerja sampai dengan 
Penilaian dan Tindak Lanjut. Gamifikasi tersebut dilengkapi dengan 11 (sebelas) video serial pengelolaan 
kinerja ASN Era Digital. Gamifikasi juga dilengkapi suara penulis untuk memandu peserta dalam 
menikmati perjalanan rumah kinerja ASN, khususnya untuk peserta yang berkebutuhan khusus. Hal ini 
dilakukan penulis sebagai bagian dari penerapan Pro Hijau untuk Ramah Insani. 

b. Pemanfaatan Gamifikasi Genially-Jumanlly Dalam Membangun Learning Engagement Peserta Pelatihan 
Pengelolaan Kinerja ASN. Gamifikasi ini dapat diakses melalui link berikut : 

https://tinyurl.com/ypcv4u9p
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https://view.genial.ly/63aba5d9007b6000129e144c/interactive-content-jumanlly-untuk-
pengelolaan-kinerja-asn 

Gamifikasi Genially-Jumanlly untuk Pengelolaan Kinerja ASN ini dapat dijadikan review 
pembelajaran secara berkelompok ataupun pengayaan bahan ajar bagi peserta pelatihan Pengelolaan 
Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 dan Kebijakan Terkait. 
Gamifikasi ini selain memiliki instruksi untuk review hasil pembelajaran tentang Pengelolalaan Kinerja 
ASN yang meliputi : 

• Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi 

• Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian 

kineria, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai 

• Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai dan 

• Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. 

• Gamifikasi juga berisi 11 Episode Video Pembelajaran “Kupas Tuntas Pengelolalaan Kinerja ASN, 
Implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 dan Kebijakan Terkait”, karya 
penulis.  

• Pemanfaatan Quizzwhizer dalam role play distribusi predikat kinerja ASN maupun dalam mereview 
materi Pengelolaan Kinerja ASN. 

• Pemanfaatan Quizziz “Peak Fuji Yama” dalam mereview materi Pengelolaan Kinerja ASN 
 

4. Kesimpulan & Rekomendasi 

4.1. Kesimpulan  

Penelitian ini telah mengeksplorasi secara mendalam peran Widyaiswara dalam percepatan 
transformasi pengelolaan kinerja ASN di era digital, dengan fokus pada pelatihan terintegrasi yang 
diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK ASN LAN. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Peran Strategis Widyaiswara: Widyaiswara berperan penting sebagai fasilitator perubahan, lebih 
dari sekadar penyampai materi. Mereka menjadi penghubung antara teori dan praktik, membantu 
menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan ASN. 

2. Efektivitas Pelatihan Terintegrasi: Evaluasi sistematis pelatihan terintegrasi menunjukkan bahwa 
keberhasilan pelatihan tidak hanya bergantung pada konten, tetapi juga pada cara penyampaian dan 
penerimaan materi oleh peserta. Pelatihan harus adaptif terhadap dinamika digital yang berkembang. 

3. Tantangan Pengelolaan Kinerja ASN: Transformasi digital menghadapi beberapa tantangan, 
termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi digital, hambatan budaya, serta 
ketidakmerataan implementasi kebijakan. Penelitian ini menekankan perlunya strategi manajemen 
perubahan yang efektif dan dukungan kebijakan yang konsisten. 

4. Model Logis dan SKP: Penetapan SKP JPT dan kepala unit kerja mandiri perlu mempertimbangkan 
empat perspektif: penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Dialog kinerja 
yang efektif, baik melalui pertemuan langsung maupun teknologi informasi, merupakan kunci untuk 
membangun matrik pembagian peran dan hasil yang jelas. 

5. Penerapan e-Kinerja: Sistem e-Kinerja BKN telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 
penetapan SKP, pemantauan kinerja, dan penilaian ASN. Integrasi sistem informasi mendukung 
pengelolaan data pegawai yang lebih holistik dan akurat. 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/63aba5d9007b6000129e144c/interactive-content-jumanlly-untuk-pengelolaan-kinerja-asn
https://view.genial.ly/63aba5d9007b6000129e144c/interactive-content-jumanlly-untuk-pengelolaan-kinerja-asn
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4.2. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 
efektivitas pelatihan dan pengelolaan kinerja ASN di era digital adalah: 

1. Penguatan Peran Widyaiswara: Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan Widyaiswara 
untuk memperkuat keterampilan mereka sebagai fasilitator perubahan. Ini termasuk pelatihan 
tambahan dalam teknologi digital dan metodologi pembelajaran adaptif. 

2. Peningkatan Kualitas Pelatihan Terintegrasi: Kembangkan strategi pelatihan yang lebih holistik, 
yang tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga memfasilitasi pemahaman praktis. Evaluasi dan 
perbaiki metode penyampaian materi agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta. 

3. Strategi Manajemen Perubahan: Implementasikan strategi manajemen perubahan yang 
komprehensif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan hambatan budaya. Ini termasuk 
komunikasi yang intensif, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan kebijakan yang konsisten. 

4. Integrasi dan Pemantauan SKP: Pastikan bahwa SKP JPT dan kepala unit kerja mandiri mencakup 
empat perspektif kinerja. Gunakan dialog kinerja untuk menyusun matrik pembagian peran dan hasil 
yang jelas, serta manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses ini. 

5. Optimalisasi e-Kinerja: Manfaatkan sepenuhnya potensi sistem e-Kinerja BKN dengan terus 
meningkatkan integrasi dengan sistem informasi lainnya. Pastikan bahwa sistem ini digunakan secara 
maksimal untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN secara real-time, serta meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan kinerja ASN dapat lebih efektif dan responsif 
terhadap tantangan yang dihadapi di era digital, mendukung transformasi yang berkelanjutan dalam sektor 
publik. 
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